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ABSTRAK 
 
ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN BAGI HASIL  
DITINJAU DARI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH  
CABANG MAKASSAR 
 
 
 
Hendra Sapoetra 
Syarifuddin Rasyid 
M. Achyar Ibrahim 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengakuan pendapatan 
bagi hasil transaksi al mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar 
Syariah cabang makassar dengan standar akuntansi keuangan No.105. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi, dan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil 
untuk transaksi al mudhararabah yang dilakukan oleh PT. Bank sulselbar syariah 
menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan 
gross profit atau revenue sharing. Dari hasil analisis mengenai pengakuan 
pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah cabang 
makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang 
dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK No.105). 
Alasannya karena PT. Bank sulselbar syariah telah menerapkan salah satu 
metode pengakuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan. 
 
Kata Kunci: Pengakuan, Pendapatan, Al Mudharabah  
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ABSTRACT 
ANALYSIS METHOD FOR REVENUE RECOGNATION RESULTS 
VIEWED FROM FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS 
AT SULSELBAR SYARIAH BANK 
BRANCH MACASSAR 
 
Hendra Sapoetra 
Syarifuddin Rasyid 
M. Achyar Ibrahim 
 
 
Purpose of this study was to compare the results of the recognition of revenue for 
al mudharabah transactions conducted by PT. Bank Sulselbar Syariah cabang 
makassar with financial accounting standards 105. Methods used in this study 
were interviews, observation and documentation, and analysis method used is 
descriptive comparative. Based on the results of an analysis of the method of 
revenue recognition for the results to al mudharabah transactions conducted by 
PT. Bank Sulselbar Syariah showed that the method of revenue recognition for 
the results based on gross profit or revenue sharing. The results of an analysis of 
revenue recognition for the results conducted by PT. Bank Sulselbar Syariah 
Cabang Makassar show that the method for revenue recognition results 
conducted in accordance with financial accounting standards (PSAK 105). reason 
for the PT. Bank Sulselbar Syariah has implemented one of the methods that 
have been set up in recognition of financial accounting standards. 
 
Keywords: Recognition, Revenue, Al Mudharabah 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sistem perbankan syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an 
namun mulai lebih dikenal di masyarakat tahun 2001 sampai sekarang. Setelah 
disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memberikan peluang bagi 
perbankan terutama bank-bank konvensional untuk melakukan dual banking 
system terhadap sistem operasionalnya dengan membuka Unit Usaha Syariah 
(UUS). Saat ini tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial 
saja yang berkembang, tetapi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT 
(Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia. 
Konsep bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau 
ikrar bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam sistem 
perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat 
dan ditentukan dalam aktivitas syariah. Salah satu ukuran keberhasilan 
pencapaian sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya 
menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil 
dalam pembayaran bagi hasil dan tidak bertentangan dengan Al’Quran dan Al 
Hadist (http://ekonom-rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsipbagihasil).  
Kontrak bagi hasil adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara 
pemilik dana atau bank dan nasabah. Pada hubungan kontrak seperti ini 
diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak. Karena mereka bersatu 
dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase bagi hasil atau 
nisbah. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian akan dibagi 
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berdasarkan timbulnya kerugian, yaitu jika kerugian terjadi karena risiko bisnis, 
kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh 
nasabah. 
PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar merupakan bank dengan 
prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, 
baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun 
melalui prinsip wadiah yad dhamanah, Mudharabah mutlaqah, ijarah, dan Iain-
lain, serta setoran modal dimasukkan kedalam pooling fund. Sumber dana paling 
dominan berasal dari tabungan simpeda syariah, deposito syariah, giro syariah, 
dan tabungan tandamata syariah (http://banksulselbar.co.id/). Pooling fund ini 
kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dengan bentuk pembiayaan 
yakni prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.  
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah suatu bentuk penyaluran 
dana untuk tujuan investasi dalam suatu periode tertentu dengan nominal 
penghasilan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan bank ditentukan oleh nilai 
margin riil dan nisbah. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya 
dengan menggunakan profit sharing atau revenue sharing tergantung pada 
kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dengan sistem yang 
ada. 
Penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam pengakuan 
pendapatan bagi hasil seringkali belum diterapkan dengan baik. Oleh karena 
itulah perlu dilakukan penelitian mengenai metode pengakuan pendapatan bagi 
hasil atas Standar Akuntansi Keuangan dari PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang 
Makassar. Tujuan yang dilakukan adalah dengan membandingkan pengakuan 
pendapatan bagi hasil antara yang dilakukan oleh bank dengan Standar 
Akuntansi Keuangan.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik dalam memilih 
judul skripsi ini : “ Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Ditinjau 
Dari Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang 
Makassar ”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 
maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : “ Apakah metode 
pengakuan pendapatan bagi hasil transaksi Al Mudharabah yang dilakukan pada 
PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan Standar 
akuntansi keuangan No. 105 tahun 2007.” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengakuan 
pendapatan bagi hasil transaksi Al Mudharabah yang dilakukan pada PT. Bank 
Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan 
No.105. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang dikemukakan adalah : 
1. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 
bagi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dalam penjabaran visi 
dan misi dalam praktek bagi hasil. 
b. Memberikan gambaran tentang pengakuan pendapatan bagi hasil dari 
sudut pandang PSAK, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktik 
bagi hasil yang dijumpai di masyarakat. 
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2. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya 
yang ingin menganalisis lebih jauh tentang pengakuan pendapatan bagi hasil 
ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika 
pembahasan penelitian ini, berikut akan diuraikan urutan garis besarnya yaitu: 
Bab  I  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan.  
Bab II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik 
penelitian. Teori ini diambil dari berbagai literatur yang ada. 
Tinjauan pustaka ini mencakup pengertian akuntansi, pengertian 
bank syariah, perbedaan antara bunga dan bagi hasil, prinsip jual 
beli (bai), prinsip bagi hasil, pengakuan dan pengukuran 
pendapatan, konsep dasar transaksi Al Mudharabah, Pengakuan 
dan Pengukuran Transaksi Mudharabah menurut PSAK No. 105. 
Bab III   METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas daerah dan waktu penelitian, metode 
pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis.  
Bab IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Mengungkapkan mengenai hasil penelitian yang meliputi analisis 
pengakuan pendapatan bagi hasil pada PT. Bank Sulselbar 
Syariah Cabang Makassar, metode pengakuan pendapatan bagi 
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hasil ditinjau dari SAK serta analisis perbandingan pengakuan 
pendapatan bagi hasil menurut PT. Bank Sulselbar Syariah dan 
menurut SAK 
Bab V  SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan atas hasil temuan dan pembahasan 
serta berisi saran-saran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Pengertian Akuntansi 
Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian 
mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan 
pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di 
dalam perusahaan, organisasi, lembaga pemerintah.  
Menurut Kamaruddin ( 2007:6 ) “mendefinisi bahwa akuntansi adalah 
aktivitas-aktivitas yang menyediakan informasi biasanya bersifat 
kuantitatif dan seringkali disajikan dalam satuan moneter, untuk 
pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan 
operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada investor, 
kreditur, instansi yang berwenang serta masyarakat”.  
 
Selanjutnya pengertian akuntansi dikemukakan oleh Prawironegoro dan 
Ari ( 2009:4 ) “akuntansi adalah merupakan perencanaan dengan bahasa angka-
angka yang berupa anggaran dan merumuskan pengendalian sebagai laporan 
pelaksanaan dan memberikan umpan balik dengan jalan membandingkan 
prestasi kerja dengan anggaran”. Perbedaan antara laporan prestasi kerja 
dengan anggaran itu melahirkan penyimpangan. Akuntansi adalah suatu disiplin 
yang memberikan informasi esensial untuk membantu efisiensi dan evaluasi dari 
aktivitas suatu organisasi. Informasi tersebut dikemukakan Sadeli dan Siswanto  
( 2001:1 ) meliputi hal-hal sebagai berikut : 
1. Efektivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh 
manajemen. 
2. Penyampaian pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur, 
pemerintah, bankir, leveransir, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
 
 
7 
 
7 
 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan menjadi dua :  
1. Bagian sentral dari akuntansi adalah organisasi. Informasi akuntansi terdiri 
atas informasi tentang organisasi. 
2. Informasi akuntansi penting untuk aktivitas perusahaan bisnis. Hal ini 
digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam organisasi. Selain itu juga, 
digunakan untuk pengambilan keputusan di luar organisasi oleh investor, 
kreditur, dan pihak lainnya. 
Akuntansi (accounting) merupakan suatu kegiatan atau jasa yang 
berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan 
mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.  
Firdaus dan Wasilah ( 2009:17 ) mengemukakan pengertian akuntansi 
sebagai berikut : 
Akuntansi adalah merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi 
menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan 
mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. 
 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu 
kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi yang pada dasarnya 
bersifat keuangan, tentang kesatuan-kesatuan ekonomi yang dimaksudkan 
informasi tersebut bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi dengan 
cara memilih di antara beberapa alternatif yang mengarah pada tindakan. 
Harahap ( 2007:3 ) mendefinisikan bahwa : “Akuntansi adalah bahasa 
atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang 
kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam 
jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada 
suatu waktu atau periode tertentu." 
 
8 
 
8 
 
Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen 
sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan 
pengawasan. Itulah sebabnya akuntansi semakin banyak dipelajari oleh para 
usahawan dan diajarkan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi. 
Memang tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar informasi yang diperlukan 
para manajer modern adalah informasi akuntansi. Oleh karena itu para manajer 
dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis dan menggunakan data 
akuntansi. 
 
2.2 Pengertian Bank Syariah 
Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran 
dua gerakan renaicance Islam modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga 
keuangan yang berlandaskan etika Islam ini adalah tiada lain sebagai upaya 
kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya 
berlandaskan Al Qur’an dan As Sunnah. 
Bank syariah adalah salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank 
Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada 
bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan 
yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alqur’an dan 
hadits Nabi SAW. 
Menurut Muhammad ( 2008:3 ) ”bahwa Bank Islam atau disebut dengan 
bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga 
atau bank tanpa bunga”. Atau dengan kata lain, Bank Islam atau Bank Syariah 
adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 
jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
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pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam yang berlandaskan 
pada Al Qur’an dan Hadist Nabi SAW. 
 
Antonio dan Perwataatmadja ( 2000:1 ) membedakan pengertian antara 
Bank Islam dengan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.  
”Bank Islam adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip Syariah Islam; (2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu 
kepada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Hadist. Sedangkan Bank yang 
beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam 
beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya 
yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih 
lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhilah praktik-praktik yang 
dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-
kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan”. 
 
Lebih jauh Menurut Arifin ( 2002:3 ), ”Bank Syariah didirikan dengan 
tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip 
Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta 
bisnis lain yang terkait”. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam adalah : 
1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi 
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan 
keuntungan yang sah 
3. Memberikan zakat 
Bank berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) menurut Hasibuan ( 2001:39 ) 
adalah Bank Umum Syariah (BUS) dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
(BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau 
dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada 
ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadist). Dalam tata cara tersebut 
dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk 
diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan 
perdagangan. 
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Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU. No. 7 tahun 1992 
sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10 tahun 1998, dengan latar 
belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu 
alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah.   
Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan 
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 
yang dinyatakan dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara 
lain : 
a) Wadiah (titipan) 
b) Mudharabah (bagi hasil) 
c) Musyarakah (penyertaan) 
d) Ijarah (sewa beli) 
e) Salam (pembiayaan di muka) 
f) Istishna (pembiayaan bertahap) 
g) Hiwalah (anjak piutang) 
h) Kafalah (garansi bank) 
i) Rahn (gadai) 
j) Sharf (transaksi valuta asing) 
k) Wardh (pinjaman talangan) 
l) Wardhul Hasan (pinjaman sosial) 
m) Ujrah (fee) 
Bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang 
ada. Bila terjadi pertentangan dengan syariah, maka bank-bank Islam 
merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan 
aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu 
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Dewan Syariah berfungsi memberikan advice kepada perbankan Islam guna 
memastikan bahwa bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak 
disetujui oleh Islam. 
Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi 
masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran 
Qur’an yaitu :  
1. Prinsip At Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara 
anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-
Qur’an, 
” ... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Al-
Maaidah : 5) 
2. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan 
membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang 
bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-
Qur’an. 
” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka diantara kamu...” (An-Nisa : 29) 
Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun 
dan menyalurkan dana. 
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi : 
a) Giro berdasarkan prinsip wadiah (hanya untuk BUS) 
b) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau Mudharabah 
c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah 
d) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau Mudharabah 
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2. Melakukan penyaluran dana melalui : 
a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, salam dan 
jual beli lainnya 
b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip Mudharabah, musyarakah, 
dan bagi hasil lainnya 
c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn dan qardh 
Selain kegiatan di atas, untuk Bank Umum Syariah (BUS) kegiatannya 
dilengkapi dengan hal-hal berikut : 
1. Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga 
pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata under transaction 
2. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang 
diterbitkan atas dasar prinsip syariah 
3. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan 
prinsip wakalah 
4. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan 
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip 
wakalah 
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga 
berdasarkan prinsip wadiah yad amanah 
6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 
suatu kontrak dengan prinsip wakalah 
7. Melakukan penempatan dari nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat 
berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujrah 
8. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, 
Murabahah, Mudharabah, musyarakah, wadi’ah dan memberikan fasilitas 
garansi bank berdasarkan prinsip kafalah 
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9. Melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujrah 
10. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah 
11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh 
Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan dengan UU dan ketentuan 
lain yang berlaku. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh         
Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk 
memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank 
dengan prinsip syariah. 
 
2.3 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil 
Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran 
dan Sunnah Nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis 
dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini 
tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, di kalangan ulama 
dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.  
”Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau 
pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan 
premium sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada 
pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti 
yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 
2002:588)”. 
 
Antonio (2001) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, pandangan Islam 
mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yaitu 
sebagai berikut ini:  
Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan ”Dan sesuatu riba (tambahan) yang 
kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak 
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 
yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 
berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”.  
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Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada 
zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu 
perbuatan mendekati taqarrub kepada Allah.  
Masih menurut Antonio (2001), ia menyatakan bahwa dalam tahap kedua, 
riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan 
memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161:  
“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas 
mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan 
bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan 
yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara 
mereka itu siksa yang pedih”. 
 
Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan 
yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga 
dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak 
dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan”. Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini 
harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari 
terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan 
riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat 
itu (Antonio, 2001). 
Antonio (2001) mengemukakan bahwa pada tahap terakhir, Allah SWT 
dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari 
pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu Surat 
Al-Baqarah 278-279:  
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”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) 
maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, 
jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, 
kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. 
 
2.4 Prinsip Jual Beli (Bai’) 
Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (bai’) 
yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan 
modal kerja dan produksi, yaitu bai’ al- murabahah, bai’ as-salam dan bai’ al-
istishna. Bai’ al-murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan 
barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan 
spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank 
menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh marjin 
keuntungan yang disepakati.  
Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi 
tunai, cicilan, atau angguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran 
secara cicilan. Adapun bai’ as-salam adalah pembelian suatu barang yang 
penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya 
dilaksanakan di muka secara tunai. Bai’ as-salam dalam perbankan biasanya 
diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau 
hasil pertanian atau hasil industri lainnya. Bai’ al-istishna pada dasarnya 
merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan 
pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. 
Untuk melaksanakan skim bai’ al-istishna kontrak dilakukan di tempat pembuat 
barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang dapat saja membuat 
barang yang dipesan atau dibeli sesuai spesifikasi pesanan yang disebutkan 
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dalam kontrak kemudian menjualnya kembali kepada pembeli. Prinsip bai’ al- 
istishna ini menyerupai bai’ as-salam, namun dalam istishna pembayarannya 
dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara dalam skim bai’ 
assalam dilakukan secara tunai (Dahlan, 2004). 
Adapun prinsip dasar jual beli menurut Islam, sebagai berikut 
(http://pengusahamuslim.com/prinsip.jual-beli-dalam-islam) : 
1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal 
Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada 
syari’at atau yang keluar dari ketaatan kepadanya tidak terbatas. Setiap 
masa dan derah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama mereka 
yang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Oleh 
karena bukan suatu hal bijak bila hubungan interaksi sesama mereka 
dikekang dan dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah dalam syari’at 
Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama 
mereka. Ini adalah suatu hal yang sangat jelas dan diketahui oleh setiap 
orang yang memahami syari’at Islam, walau hanya sedikit. 
2. Memudahkan orang lain 
Sebagaimana syari’at Islam menghormati hak kepemilikan setiap orang 
terhadap harta benda yang telah Allah karuniakan kepadanya, syari’at Islam 
juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa membelanjakannya dan 
menggunakan harta benda tersebut pada jalan-jalan yang diridhai Allah 
Ta’ala. Diantaranya dengan cara membantu orang yang dalam kebutuhan 
dan kesusahan, baik dengan cara memberinya atau meminjamkan 
kepadanya, atau dengan cara menunda penagihan bila orang yang 
berhutang belum mampu untuk membayarnya. 
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3. Perniagaan yang benar dapat menjadi ibadah 
Penjelasan diatas membuktikan kepada kita bahwa amal shalih bukan hanya 
terbatas pada shalat, puasa, haji, umrah dan lain-lain, bahkan lebih luas dari 
itu semua, karena mencakup segala amalan baik yang diridhai Allah Ta’ala, 
sehingga mencakup perbuatan menolong orang lain, menghutangi orang lain, 
menunda penagihan, sikap mudah ketika berjual-beli dan seterusnya. 
Bahkan amalan terakhir ini, yaitu bersikap mudah dan memudahkan orang 
lain ketika berniaga atau berjual-beli adalah salah satu amalan yang akan 
mendatangkan pahala besar bagi pelakunya. Sehingga Rasulullah S.A.W. 
mendoakan orang yang berperilaku semacam ini agar senantiasa 
mendapatkan kerahmatan dari Allah Ta’ala. 
4. Kejelasan status 
Setiap akad dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki fungsi dan 
konsekuensi yang berbeda-beda. Fungsi masing-masing akad tersebut 
merupakan tujuan dari setiap orang yang menjalankannya. Misalnya akad 
pernikahan berfungsi menghalalkan hubungan antara dua keturunan Adam 
yang berlainan jenis, serta memperjelas status anak keturunan yang mereka 
lahirkan. 
Begitu pula akad jual-beli, ia berfungsi memindahkan kepemilikan barang 
yang menjadi obyek akad jual-beli. Barang berpindah kepemilikan dari 
penjual kepada pembeli dan uang berpindah kepemilikan dari pembeli 
kepada penjual, dan demikian seterusnya. 
5. Tidak merugikan masyarakat banyak 
Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjadi umat 
yang bersatu, saling bahu  membahu, sehingga sebagian dari mereka 
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merasakan penderitaan saudaranya sesama muslim sebagai bagian dari 
penderitaannya. 
6. Kejujuran 
Syari’at Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dalam 
segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut akan merugikan 
diri sendiri. 
7. Kecurangan dalam perniagaan penyebab paceklik 
Diantara bukti kemurkaan Allah kepada orang yang berbuat curang dan tidak 
jujur ketika berniaga ialah firman Allah Ta’ala berikut ini : 
”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan 
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya 
mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari besar, (yaitu) hari (ketika) 
manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (QS. Al-Muthaffifin : 1-6) 
8. Niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi 
Niat seseorang memiliki pengaruh yang amat besar pada hukum perbuatan 
dan ucapannya, bahkan dalam hal mua’malat (hubungan interaksi sesama 
manusia) dan juga adat istiadat. Untuk menggambarkan betapa besar 
pengaruh niat pada hukum amalan dan ucapan manusia, sabda Nabi 
Muhhammad S.A.W. berikut ini : 
”Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai oleh niat, dan sesungguhnya 
setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.” (Muttafaqun’ alaih) 
9. Peran adat istiadat dalam perniagaan 
Tradisi atau adat adalah suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara 
terus menerus hingga akhirnya melekat dipikiran dan dipahami oleh setiap 
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orang tanpa perlu penjabaran atau lainnya. Dan agama Islam diturunkan oleh 
Allah Ta’ala guna merealisasikan dan memperbanyak kemaslahatan bagi 
hamba-Nya, sebagaimana Islam juga memerangi kemadharatan dan 
berusaha meminimalkannya. Islam tidak pernah mengharamkan suatu hal 
yang bermanfaat bagi manusia, dan juga tidak pernah memerintahkan hal 
yang mudharat atas mereka. Inilah salah satu wujud kesempurnaan agama 
Islam, agama yang datang dari Allah Ta’ala, Dzat Yang Maha Bijaksana lagi 
Maha Kuasa. 
2.5 Prinsip Bagi Hasil 
Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip 
syariah terdiri dari empat jenis akad, yaitu al-Mudharabah, al-musyarakah, al-
muzara’ah, dan al-musaqah (Dahlan, 2004). Namun yang paling banyak 
diimplementasikan dalam perbankan syariah adalah dua prinsip bagi hasil 
pertama, yaitu al-Mudharabah dan al-musyarakah. Oleh karena itu, yang akan 
dibahas hanyalah prinsip bagi hasil dengan akad al-Mudharabah dan al-
musyarakah. 
a. Al-Musyarakah 
Antonio (2001) mendefinisikan al-musyarakah secara singkat namun 
jelas, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian 
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan. An-Nabhani (1996) dalam Antonio (2001) 
mengemukakan bahwa menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara 
dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan 
tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah dalam perbankan biasanya 
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diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama 
menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa 
berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau 
intangible asset (seperti hak paten dan goodwill), dan barang-barang lainnya 
yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal 
proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak 
turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana 
proyek. 
Prinsip al-musyarakah (al-musyarakah aqad) menurut Dahlan (2004) 
dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut: 
1. Syirkah al’inan 
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-
masing pihak menyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam 
usaha/kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan, 
dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang 
terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau 
perjanjian. 
2. Syirkah Mufawadhah 
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-
masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan 
ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan 
beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. 
3. Syirkah A’mal (Syirkah Abdan atau Sanaa’i) 
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian 
atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana 
keuntungan dibagi bersama. 
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4. Syirkah Wujuh 
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing 
memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu 
usaha. 
5. Syirkah Al-Mudharabah 
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang 
satu menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau 
keahlian. Beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa al-Mudharabah tidak 
dikelompokkan ke dalam prinsip al-musyarakah. 
Menurut Antonio (2001), aplikasi perbankan dari Al-Musyarakah dapat 
digambarkan dalam gambar berikut ini : 
 
Gambar 2.1 Al-Musyarakah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Antonio (2001), Bank Syariah dari teori ke praktik 
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b.   Al- Mudharabah 
Al-Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua 
pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya 
menyediakan tenaga atau keahlian. Antonio (2001) mendefinisikan al-
Mudharabah sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak 
pertama (pemilik modal atau shahibul maal) menyediakan seluruh kebutuhan 
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan 
usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. 
Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena 
kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (mudharib), kerugian tersebut 
merupakan tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal).  
Dahlan (2004) mengemukakan bahwa prinsip al-Mudharabah dapat 
digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu al-Mudharabah muthlaqah dan al-
Mudharabah muqayyadah. Implementasi konsep al-Mudharabah muthlaqah 
dalam perbankan syariah diatur sebagai berikut: 
1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal 
harus berupa uang tunai. Apabila modal diserahkan secara bertahap, 
tahapannya harus jelas dan disepakati bersama. 
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan Mudharabah diperhitungkan 
dengan cara: 
a. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) 
b. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) 
c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap 
bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal 
menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 
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PENGAMBILAN 
MODAL POKOK 
penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan 
penyalahgunaan dana. 
d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak 
berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah 
cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban, 
atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi 
administrasi. 
Karakteristik Mudharabah muqayyadah dalam penerapannya di dalam 
perbankan syariah pada dasarnya sama dengan persyaratan Mudharabah 
mutlaqah bagi perbankan syariah yang telah dijelaskan di atas. Perbedaannya 
adalah penyediaan modal yang hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat 
yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank sebagai shahibul maal. 
Menurut Antonio (2011), aplikasi perbankan Al-Mudharabah dapat 
digambarkan dalam skema berikut ini : 
Gambar 2.2 Al-Mudharabah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Antonio (2001), Bank Syariah dari teori ke praktik 
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2.6 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 
Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007) menyatakan bahwa 
pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 
aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu 
mengkibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam 
modal. FASB melalui SFAC No. 6 Nasrullah ( 2004:20 ) memberikan definisi 
bahwa ”pendapatan sebagai aliran masuk atau peningkatan lain suatu aktiva 
sebuah entitas atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) dari 
pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang 
merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut”. 
Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007) menjelaskan tentang definisi 
pengakuan, bahwa pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang 
memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dibawah ini, dalam neraca dan 
laporan laba rugi : 
1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos 
tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan 
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yag dapat diukur dengan andal. 
Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-
kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau 
laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam 
neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak 
dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan 
maupun melalui catatan atau materi penjelasan. 
Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat 
ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau 
penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari 
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penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari 
pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar). 
”Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan 
laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. 
Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau 
yang dapat diterima. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan 
yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan, dikurangi jumlah 
diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan (SAK, 
2007)”. 
 
 
2.7 Konsep Dasar Transaksi Mudharabah 
2.7.1 Transaksi  Al Mudharabah 
Akad mudharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank 
Islam baik untuk menghimpun dana (pendanaan) maupun untuk menyalurkan 
dana (pembiayaan). Dalam transaksi mudharabah para pihak melakukannya 
berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam 
transaksi mudharabah, yaitu kepercayaan dari shahib al mal kepada mudharib. 
Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena shahib al mal tidak boleh 
meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur 
didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiaya dengan dana 
milik shahib al mal tersebut. Mudharib sendiri, tanpa campur tangan dari shahib 
al mal, yang menjalankan dan mengelola dana tersebut; paling jauh shahib al 
mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam 
menjalankan usaha atau mengelola dana tersebut. 
Untuk dapat memahami transaksi mudharabah lebih jauh lagi, berikut ini 
akan dijabarkan beberapa bentuk akad mudharabah : 
 
 
26 
 
26 
 
1. Mudharabah bilateral (sederhana) 
Mudharabah bilateral adalah bentuk mudharabah antara satu pihak sebagai 
shahibul mal dan satu pihak lain sebagai mudharib. Misalkan shahibul mal 
sepakat bermitra dengan mudharib untuk menjalankan usaha dengan modal 
sebesar US$ 50,000, yang sepenuhnya merupakan modal milik shahibul mal 
dengan nisbah bagi hasil disepakati sebesar 30:70. Hal ini berarti bahwa 
keuntungan akan dibagi 30 persen untuk shahibul mal dan 70 persen untuk 
mudharib. 
2. Mudharabah multilateral 
Mudharabah multilateral merupakan bentuk mudharabah antara beberapa 
pihak sebagai shahibul mal dan satu pihak lain sebagai mudharib. 
3. Mudharabah bertingkat (re-mudharabah) 
Mudharabah bertingkat merupakan bentuk mudharabah antara tiga pihak. 
Pihak pertama sebagai shahibul mal, pihak kedua sebagai mudharib antara, 
dan pihak ketiga sebagai mudharib akhir. 
Adapun pelaksanaan teknis dari transaksi mudharabah adalah sebagai 
berikut : 
1. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar mudharabah. Tidak 
dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam 
menggunakan dana nasabah, baik yang menyangkut kegiatan yang dapat 
dilakukan bank, jangka waktu maupun lokasi kegiatan itu. Dengan kata lain 
bentuk mudharabah antara nasabah penyimpan dana dan bank adalah 
bentuk mudharabah yang tidak terbatas. Namun demikian perjanjian tersebut 
bukan berarti tidak terbatas sama sekali. 
2. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung 
dalam bentuk investasi dan untuk keperluan overhead cost dari bank itu 
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sendiri dan/atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah 
bank.  
3. Bank boleh menggabungkan keuntungan dari investasi-investasi lain dan 
berbagi keuntungan bersih dengan para penyimpan dana berdasarkan 
perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian 
para penyimpan dana akan mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh 
jumlah dananya. Sementara imbalan kepada bank harus ditentukan secara 
tegas sebagai bagian dari keuntungan. 
4. Berbeda dengan perjanjian mudharabah antara nasabah penyimpan dana 
dan bank yang berbentuk mudharabah tidak terbatas, bank dapat melakukan 
bentuk mudharabah yang terbatas apabila dana tersebut disediakan oleh 
bank bagi para nasabah. Bank mempunyai hak untuk menentukan syarat-
syarat atas penggunaan dana tersebut yang menyangkut jenis dari kegiatan-
kegiatan itu, jangka waktu, lokasi dari proyek-proyek yang dibiayai dan 
berhak menyelia investasi-investasi tersebut. Namun pembatasan-
pembatasan ini tidak boleh diformulasikan sedemikian rupa sehingga 
merugikan kinerja nasabah yang bersangkutan. Apabila suatu proyek dibiayai 
oleh bank maka bank tidak boleh mencampuri manajemen dari investasi 
yang bersangkutan. 
5. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang 
bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal dalam hal terjadi 
kerugian. Dalam hal terdapat klausul seperti itu maka perjanjian mudharabah 
menjadi batal. 
6. Tanggungjawab bank dalam kedudukannya sebagai shahib Al-mal terbatas 
hanya sampai modal yang disediakannya, sedangkan dalam posisinya 
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sebagai mudharib, bank bertanggungjawab sebatas kerja dan jerih payah 
yang sudah dilakukannya. 
 
2.7.2 Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Mudharabah menurut PSAK 
No. 105 
Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah yang mengatur 
pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut : 
1. Akuntansi untuk pemilik dana 
a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset 
non kas kepada pengelola dana. 
b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut : 
1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 
dibayarkan. 
2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai 
wajar aset nonkas pada saat penyerahan : 
a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka 
selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi 
sesuai jangka waktu akad mudharabah. 
b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka 
selisihnya diakui sebagai kerugian. 
c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan 
rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak 
pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian 
dan mengurangi saldo investasi mudharabah. 
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d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 
tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian 
tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 
e. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 
usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 
f. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset 
nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah 
barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, 
maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, 
namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. 
g. Kelalalian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh : 
1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak terpenuhi. 
2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim 
dan/atau yang telah ditentukan dalam akad. 
3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. 
h. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan 
belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui 
sebagai piutang. 
2. Akuntansi untuk penghasilan usaha 
a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan 
usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi sesuai nisbah yang 
disepekati. 
b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah 
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian 
investasi. Pada saat akad mudharbah berakhir, selisih antara: 
1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi. 
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2) Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian. 
c. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat 
diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan dari 
pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek 
hasil usaha. 
d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan 
pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. 
e. Bagian hasil usaha yang belum bayar oleh pengelola dana diakui sebagai 
piutang. 
3. Akuntansi untuk pengelola dana 
a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui 
sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset 
non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah 
temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. 
b. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima 
maka pengelola dana mengakui sebagai asset sesuai ketentuan pada 
akuntansi pemilik dana. 
c. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dana syirkah 
temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik 
dana. 
d. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua 
prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. 
e. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 
dipertimbangkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui 
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sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik 
dana. 
f. Kerugian yang diakiabtkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana 
diakui sebagai beban pengelola dana. 
4. Mudharabah Musytarakah 
a. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah 
musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui 
sebagai investasi mudharabah. 
b. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad 
mudharabah dan akad musyarakah. 
c. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad 
mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama 
(berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musyarik) 
memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi yang disetorkan. Pembagian 
hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah 
adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik 
dana sebagai pemilik dana musyarakah. 
d. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan 
sebagai berikut : 
1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dana 
pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya 
bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana 
(sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai 
musyarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-
masing-masing. 
2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musyarik) dan 
pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya 
32 
 
32 
 
bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana 
(sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang 
disepakati. 
e. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan 
porsi modal para musytarik. 
 
2.8 Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan Ariani Kusumasari (2011) yang meneliti 
mengenai analisis pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 59 dan 
PSAK No. 106 pada BMT Beringharjo Cabang Malioboro. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa pembiayaan musyarakah masih belum sesuai 
standar. Definisi dan karakteristik yang belum sesuai standar adalah istilah mitra 
aktif dan mitra pasif serta tidak dilakukannya pencatatan akuntansi setelah 
pembiayaan untuk pembiayaan berskala kecil sehingga dalam pengakuan mitra 
selanjutnya hanya berdasar analisis kelayakan yang ditulis saat pengajuan 
pembiayaan. Pengakuan yang belum sesuai adalah pengakuan pendapatan 
pembiayaan berskala kecil yang tidak dapat dilihat pada catatan akuntansi 
setelah pembiayaan diberikan. Untuk pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 
59 dan PSAK No. 106. Jurnal untuk transaksi pembiayaan musyarakah diperbaiki 
kembali. Penyajian unsur-unsur neraca tidak dicantumkan, masih ada letak pos-
pos, dan nama pos-pos yang yang belum sesuai dengan PSAK. Pengungkapan 
pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.  Dari 
beberapa koreksi tersebut, kemudian diajukan beberapa saran yang dapat 
digunakan sebagai masukan bagi lembaga dalam memperbaiki dan 
mengembangkan fungsi personalia di masa yang akan datang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Daerah Dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan pada PT Bank Sulselbar Syariah yang berlokasi di 
Jalan DR. Ratulangi No.16 Makassar. Sedangkan waktu melakukan penelitian 
diperkirakan kurang lebih sebulan mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus 
tahun 2012. 
 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak 
terkait yang dalam hal ini yaitu PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar 
dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan 
informasi secara jelas dan lengkap. 
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu PT. Bank 
Sulselbar Syariah Cabang Makassar untuk mendapatkan informasi dan data 
yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasikan obyektifitas 
dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka 
maupun dalam penelitian itu sendiri. 
3. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta 
mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek 
penelitian 
  
  
34 
 
34 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data  
Jenis data terdiri atas : 
1. Data kualitatif yaitu data yang digunakan melalui keterangan-keterangan 
secara tertulis seperti ; sejarah berdirinya PT. Bank Sulselbar Syariah, 
struktur organisasi dan pembagian tugasnya. 
2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 
yang terdiri dari laporan neraca dan laporan perhitungan laba rugi. 
 
3.3.2 Sumber Data  
Sumber data penulisan ini dari : 
1. Data primer, peneliti meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan 
cara mengadakan wawancara langsung pada bagian keuangan dan 
akuntansi.  
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan melalui catatan 
atau dokumen yang dimiliki oleh perusahaan yang berhubungan dengan 
tujuan penelitian. 
 
3.4 Metode Analisis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif komparatif yakni suatu analisis yang menggambarkan atau 
menguraikan metode pengakuan pendapatan bagi hasil transaksi Mudharabah 
yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah serta membandingkan dengan 
pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Sulselbar Syariah 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada 
tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiaman di Jakarta No. 
95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden 
Kadiaman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan Tenggara. 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara pada awal 
beroperasi pada tahun 1962 menempati Gedung Bank Indonesia, Jalan 
Nusantara No. 53 kemudian berpindah di Gedung Bank Summa Jalan Sulawesi 
No. 91 Makassar. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan 
daerah dan membantu meningkatkan otonomi daerah. Persediaan pendirian 
bank dilakukan oleh Bapak Syamsuddin dg Manggawi yang kemudian menjadi 
Direktur Utama pertama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
Tenggara. 
Berdasarkan peraturan Daerah tingkat I Sulawesi Selatan No. 002 tahun 
1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar sebesar Rp.250.000.000. 
Adanya pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan 
Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara dan adanya penambahan modal dasar 
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maka Perda No. 002 tahun 1964 telah beberapa kali mengalami perubahan dan 
pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993, modal dasar menjadi 
Rp.25 milyar dengan sebutan Bank BPD Sulselbar dengan status sebagai 
Perusahaan Daerah (PD). Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 tahun 1999 
modal dasar ditingkatkan dari Rp.25 milyar menjadi Rp.150 milyar. Selanjutnya 
dalam rangka perubahan status dari perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan 
Terbatas (PT), maka lahirlah Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang 
Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan dari PD menjadi PT dimana modal dasar ditingkatkan menjadi 
Rp.650.000.000.000 yang Akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-
31541 HT. 01. 01. tanggal 29 Desember 2004 tentang pengesahan Akta 
Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik 
Indonesia No. 13 tertanggal 15 Februari 2005, Tambahan Nomor 1655/2005. 
Pada tahun 2007, PT. Bank Sulselbar telah membentuk Unit Usaha 
Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah 
sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel No. SK/029/DIR tanggal 
26 April 2007 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulsel 
dan SK Direksi No. SK/034/DIR tanggal 11 Mei 2007 tentang Personalia Dewan 
Pengawas Syariah PT. Bank Sulsel, telah ditunjuk personalia sebagai berikut : 
1. Prof. DR. H. Halide                 =  Ketua 
2. AG. H. Sanusi Baco, Lc          =  Anggota 
3. DR. Mukhlis Sufri, SE, M.Si    =  Anggota 
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Bank Sulselbar Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT. Bank 
Sulsel. Unit ini mulai beroperasi pada bulan April 2007 dengan modal awal 
Rp.10.328.992.500, kini memiliki aset sebesar Rp.21.893.000.000, dengan dana 
pihak ketiga yang berhasil dihimpun sejumlah Rp.7.678.000.000, dan penyaluran 
pembiayaan sebesar Rp.9.261.000.000, laba yang dihasilkan berjumlah 
Rp.3.886.007.500. 
Adapun strategi yang ditempuah guna pengembangan Unit Usaha 
Syariah ini antara lain : 
1. Menyalurkan pembiayaan syariah secara intensif baik melalui pola executing, 
channeling, maupun aliansi dengan perbankan syariah yang ada kepada 
sektor konsumtif maupun produktif terutama dengan pola mudharabah. 
2. Mengintensifkan penghimpun dana masyarakat berjangka panjang secara 
berimbang dengan penyaluran pembiayaan syariah yang diberikan. 
3. Mengembangkan produk simpanan berjangka dengan pola Mudharabah 
yang mendukung penyediaan dana berjangka panjang. 
4. Membuka akses layanan masyarakat yang lebih luas dengan office 
channeling, pembukaan kantor cabang syariah baru serta kerja sama ATM. 
5. Melakukan sosialisasi dan promosi secara intensif kepada masyarakat baik 
melalui kerjasama dengan para ulama maupun media promosi dan 
sosialisasi lainnya. 
6. Meningkatkan kepada sumber daya manusia dalam service excellent serta 
pemahaman konsep dan produk perbankan syariah. 
7. Menerapkan Good Corporate Governance untuk menjaga citra perusahaan di 
masyarakat dan menciptakan perbankan yang sehat dan terpercaya. 
8. Meningkatkan permodalan Unit Usaha Syariah melalui mekanisme internal 
maupun tambahan alokasi modal. 
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4.1.2 Visi dan Misi 
Visi Bank Sulselbar adalah menjadi bank yang terbaik di kawasan 
Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang 
profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat. 
Misi Bank Sulselbar adalah : 
1. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah. 
2. Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah. 
3. Salah satu sumber pendapatan asli daerah. 
 
4.1.3 Struktur Organisasi  
Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab 
tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Selain itu struktur organisasi 
juga sering disebut bagan atau skema organisasi yang merupakan gambaran 
skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang-orang yang terdapat dalam 
suatu badan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian sasaran suatu 
bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sangat tergantung pada 
struktur organisasi yang harus dibuat secara sederhana, efektif dan efisien. 
Berdasarkan uraian di atas, maka akan disajikan struktur organisasi pada 
Bank Sulselbar Syariah, yang dapat dilihat pada gambar 4.1 dihalaman 
berikutnya: 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Syariah  
Cabang Makassar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar  
 
4.1.4 Uraian Tugas 
Adapun perincian tugas (fungsi) dari masing-masing bagian yang ada 
dalam perusahaan dapat dijelaskan satu persatu berikut ini:  
1. Pemimpin Cabang 
a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan. 
b. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional cabang. 
 
PEMIMPIN CABANG 
PEMIMPIN SEKSI 
UMUM & 
PERSONALIA 
PEMIMPIN SEKSI 
PEMASARAN & 
TREASURY 
PEMIMPIN SEKSI 
AKUNTANSI & 
PELAPORAN 
SERVICE 
ASSISTANCE 
FUNDING 
HEAD TELLER 
TELLER 
SECURITY 
DRIVER 
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c. Melakukan supervisi terhadap setiap unit/seksi di cabang pelaksanaan 
pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan. 
d. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan 
melalui cabang dan melakukan monitoring dan pengawasan agar tetap 
comply-with dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
e. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM cabang. 
f. Bertanggung jawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif. 
g. Bertanggung jawab atas monitoring dan pembinaan terhadap nasabah 
pembiayaan. 
h. Penanggung jawab User Pimpinan Cabang. 
i. Bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan cabang. 
j. Membangun dan meningkatkan relationship dengan semua share-holder 
dan stake-holder di wilayah kerja cabang  
2. Pemimpin Seksi Umum & Personalia 
a. Memonitoring pegawai 
b. Membuat daftar gaji 
c. Membuat daftar uang makan 
d. Membuat surat-surat keluar 
e. Mengagenda surat masuk 
f. Menjaga barang inventaris kantor 
g. Membuat daftar ATI dan penyusutannya 
h. Melaksanakan taksasi jaminan 
i. Memonitoring kebutuhan ATC/ATK/ATI 
j. Penanggungjawab User Kasie Umum 
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3. Pemimpin Seksi Pemasaran & Treasury 
a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan dan target-
target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang. 
b. Menerima berkas permohonan pembiayaan. 
c. Melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk. 
d. Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas 
pembiayaan. 
e. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah 
disalurkan. 
f. Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank 
Indonesia. 
g. Membantu kasir pemasaran dalam pencapaian target funding. 
h. Bertanggungjawab dalam proses pemberian pembiayaan yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk pembiayaan 
Bank Sulselbar. 
4. Pemimpin Seksi Akuntansi dan Pelaporan 
a. Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi 
b. Melakukan review transaksi teller 
c. Berkoordinasi dengan Teller, SA dan penanggungjawab VBS secara 
langsung. 
d. Melakukan konsolidasi RAK ataupun giro antar Bank dengan Divisi UUS. 
e. Melakukan koordinasi dengan kasie umum – pemasaran perihal putusan 
pembiayaan. 
f. Menjaga stabilitas cabang 
g. Menjaga keharmonisan kinerja secara internal dan secara eksternal. 
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h. Menyampaikan laporan bulanan Cabang ke kantor pusat ataupun ke 
Bank Indonesia. 
i. Anggota komite kantor cabang 
j. Penanggung jawab User Kasie Akuntansi dan Pelaporan 
k. Penanggung jawab Kunci Ruang Khasanah 
l. Penanggung jawab Kunci Brangkas 
5. Head Teller 
a. Melakukan transaksi tunai dan non tunai 
b. Membuat laporan kas 
c. Memonitoring posisi saldo kas 
d. Pemegang kunci brankas 
e. Penanggung jawab Usel Teller 
6. Teller 
Memberikan pelayanan dalam menghitung, mengontrol dana yang masuk 
dan keluar kas dan bertanggung jawab kepada Head Teller. 
7. Service Assistance 
a. Bertanggungjawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah secara 
prima. 
b. Menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah 
secara efisien dan efektif dan tetap menjaga kerahasiaan bank. 
c. Memonitoring pembukaan rek. Simpanan secara reguler. 
d. Melakukan koordinasi dengan Kasie Keuangan dan Teller perihal Aktivasi 
Rek. Simpanan. 
e. Menjaga keharmonisan kerja dengan seluruh bagian. 
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f. Mengupdate pengetahuan mengenai produk perbankan syariah, 
menguasai materi KYC (Know Your Customer) pada saat melakukan 
aktivasi pembukaan rekening simpanan. 
g. Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-
target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang. 
h. Penanggungjawab user SA. 
i. Memonitoring penggunaan materai. 
8. Fungsi dan Tugas Security 
a. Menjaga keamanan kantor dan sekitarnya 
b. Mengontrol pegawai dan absensinya 
c. Mengontrol lalulintas tamu 
d. Menjaga barang inventaris kantor 
e. Menjaga barang/kendaraan pegawai 
f. Membersihkan kantor dan halaman kantor 
g. Membantu pegawai 
h. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung. 
i. Pengamanan terhadap cover dana 
9. Driver 
a. Mengantar pimpinan cabang 
b. Mengantar pegawai 
c. Memelihara kendaraan dinas 
d. Membersihkan Kantor dan Halaman Kantor. 
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4.2 Hasil Analisis  
4.2.1 Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut 
         PT. Sulselbar Syariah Cabang Makassar 
PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar adalah perusahaan yang 
menyediakan produk-produk jasa untuk melayani dan memenuhi kebutuhan 
transaksi jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat, seperti produk 
penghimpunan dana dan produk penyaluran dana/pembiayaan. Dimana salah 
satu jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ditawarkan kepada 
nasabah adalah pembiayaan Al-Mudharabah. Menurut data perusahaan metode 
pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Sulselbar Syariah 
yaitu sebesar jumlah kas yang telah diterima dari nasabah yang dihitung 
berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam penelitian ini diambil sampel 
penelitian dari dua nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah sebagai berikut : 
1. PT. Duta Abadi 
PT. Duta Abadi bergerak di bidang general kontraktor, yang memperoleh 
proyek bangunan gedung sebesar Rp.1.125.121.150,- untuk jangka persentase 
pekerjaan 8 bulan (Januari – Agustus 2012), kemudian diperoleh data dari PT. 
Bank Sulselbar Syariah bahwa PT. Duta Abadi memperoleh 20% dari nilai proyek 
sedangkan besarnya RAB ditentukan sebesar Rp.761.561.800,- 
Kemudian diperoleh data lainnya dari PT. Bank Sulselbar Syariah bahwa 
return ditentukan sebesar 10% pertahun, sehingga dalam penelitian ini terlebih 
dahulu akan dilakukan perhitungan nisbah dan selanjutnya dilakukan 
perhitungan expected return bank yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a) Perhitungan expected return bank 
Dalam perhitungan expected return bank dalam penelitian ini, terlebih dahulu 
akan disajikan perhitungan uang muka proyek yang akan diterima oleh                
PT. Duta Abadi yaitu sebagai berikut : 
Uangmuka = 20% x Rp.1.125.121.150 
   = Rp.225.024.230,- 
Berdasarkan hasil perhitungan uang muka, maka akan dilakukan 
pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah yang akan diberikan kepada               
PT. Duta Abadi yaitu sebagai berikut : 
Pembiayaan bank  = RAB – Uang muka 
    = 761.561.800 – 225.024.230 
    = Rp.536.537.570,- 
Sedangkan laba yang akan diperoleh dalam pengerjaan proyek khususnya 
pada PT. Duta Abadi dapat dihitung sebagai berikut : 
Laba PT. Duta Abadi  =  1.125.121.150 – 761.561.800 
         =  Rp.363.559.350,- 
Berdasarkan hasil perhitungan laba khususnya pada PT. Duta Abadi maka 
akan dilakukan perhitungan expected return bank yaitu sebagai berikut : 
               8  
Expected return =  536.537.570 x (10%  x           ) 
              12 
Expected return    =  536.537.570 x 0,067 
Expected return    =  Rp.35.948.017,19,- 
b) Perhitungan nisbah bagi hasil Al-Mudharabah dengan metode revenue 
sharing 
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Besarnya nisbah bagi hasil dengan metode revenue sharing dapat ditentukan 
dengan rumus : 
      Expected return bank 
Nisbah bank    =                                                x 100% 
          Revenue nasabah 
       35.948.017,19 
Nisbah bank    =                                     x 100% 
      1.125.121.150 
        =  3,19% 
Kemudian besarnya nisbah PT. Duta Abadi dapat dihitung sebagai berikut :  
Nisbah Duta Abadi   = 100% - 3,19% 
       =  96,81% 
Sehingga distribusi bagi hasil untuk PT.  Bank Sulselbar Syariah dengan                        
PT. Duta Abadi dapat dihitung sebagai berikut : 
1. Nisbah bagi hasil PT. Bank Sulselbar Syariah =  1.125.121.150 x 3,19% 
   =  35.891.364,69,- 
2. Nisbah bagi hasil PT. Duta Abadi     =  1.125.121.150 x 96,81% 
   =  1.089.229.785,31,- 
Berdasarkan hasil perhitugan tersebut di atas, maka akan dapat disajikan 
pencatatan Al-Mudharabah dalam pembiayaan pada PT. Duta Abadi yang dapat 
dilihat melalui tabel berikut ini : 
 
Tabel 4.1 
Pencatatan Pembiayaan Bagi Hasil Al-Mudharabah pada PT. Bank 
Sulselbar Syariah Cabang Makassar 
Uraian Jumlah 
Jurnal pada saat pembiayaan 
ansuran 
 
Pembiayaan Mudharabah    536.537.570 
      Kas                                    536.537.570                                       
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Lanjutan tabel 4.1 
Jurnal pada saat penerimaan 
bagi hasil bank 
Kas/Rekening Nasabah    35.891.364,69 
Pendapatan bagi hasil 
 mudharabah              35.891.364,69 
Sumber : Data diambil dari PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar 
 
2. Toko Jaya Baru 
Toko Jaya Baru yang  bergerak dalam bidang usaha bahan campuran 
dimana menurut data nasabah yang diperoleh dari PT. Bank Sulselbar Syariah 
Cabang Makassar yang menyatakan bahwa omzet penjualan rata-rata ditentukan  
sebesar Rp.6.500.000 perbulan dan setahun sebesar Rp.78.000.000 pertahun. 
Dimana dalam rangka meningkatkan aktivitas usaha maka Toko Jaya Baru 
melakukan pinjaman dari PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sebesar 
Rp.100.000.000, sedangkan  menurut data dari  PT. Bank Sulselbar Syariah 
Cabang Makassar bahwa nilai expected return sebesar 10%. 
Berdasarkan data nasabah yang telah diuraikan di atas, dimana diperoleh 
dari PT. Bank Sulselbar Syariah maka dapat dilakukan perhitungan expected 
return bank yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
Expected return bank   = 10% x Rp.100.000.000 
     = Rp.10.000.000,- 
Dengan demikian maka akan dilakukan perhitungan nisbah bank yang 
dapat ditentukan sebagai berikut : 
   Expected return bank 
Nisabah bank   =   ------------------------------------ x 100% 
    Penerimaan nasabah 
   10.000.000 
Nisabah bank   =   ----------------------- x 100% 
   78.000.000 
   = 12,82% 
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Kemudian nisbah perhitungan bagi hasil untuk PT. Bank Sulselbar 
Syariah dan Toko Jaya Baru dapat dihitung sebagai berikut : 
a)  Nisbah bagi hasil PT. Bank Sulselbar Syariah = Rp. 78.000.000 x 12,82% 
              = Rp.9.999.600,- 
b)  Nisbah bagi hasil Toko Jaya Baru                    = Rp. 78.000.000 x (100-12,82) 
              = Rp.68.000.400,- 
Berdasarkan hasil perhitungan nisbah untuk pembiayaan Al-Mudharabah 
khususnya pada PT. Bank Sulselbar Syariah maka akan dilakukan pencatatan 
perhitungan akuntansi untuk pendapatan bagi hasil Al-Mudharabah yang dapat 
diuraikan  sebagai berikut : 
a)  Jurnal pada saat penerimaan angsuran 
     Jurnal atas saat penerimaan angsuran yaitu : 
 Pembiayaan Mudharabah   Rp.100.000.000 
  Kas      Rp.100.000.000 
b)  Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil 
            Kas/rekening nasabah   Rp.100.000.000 
  Kas      Rp.100.000.000 
 
4.2.2. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan bagi Hasil 
Salah satu faktor yang menunjang pengakuan pendapatan bagi hasil                    
adalah perlu ditunjang oleh adanya metode pengakuan pendapatan bagi hasil. 
Oleh karena itulah dalam melakukan pengakuan pendapatan bagi hasil maka 
perlu ditunjang oleh adanya metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang 
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 105). 
Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 105) paragraph 11 yang 
menyatakan bahwa pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan 
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berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil 
maka dasar pembiayaan hasil usaha adalah laba bruto gross profit bukan total 
pendapatan usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba dasar 
pembiayaan laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang 
berhubungan dengan pengelolaan dana Mudharabah. 
Kemudian dari hasil wawancara dengan AB selaku Kepala Bagian 
Akuntansi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar mengenai metode 
pengakuan bagi hasil yaitu sebagai berikut, metode pengakuan bagi hasil yang 
dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah adalah gross profit margin atau 
disebut juga dengan revenue sharing. Dimana pembiayaan dilakukan 
berdasarkan revenue (pendapatan) yang ditentukan oleh bank setiap bulannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan AB selaku Kepala Bagian 
Akuntansi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar maka dapat 
disimpulkan bahwa metode bagi hasil yang digunakan adalah metode bagi hasil, 
hal ini sesuai dengan hasil perhitungan bagi hasil baik untuk nasabah yang 
bergerak dalam bidang usaha kontraktor maupun nasabah dalam usaha bahan 
campuran. Dimana dari hasil perhitungan nisbah ditentukan berdasarkan jenis 
pendapatan usaha (revenue sharing). 
Kemudian saat penilaian dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan 
oleh PT. Bank Sulselbar dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Saat pembukaan awal 
Penilaian saat pembukaan awal 
  Pembiayaan Mudharabah  xxx 
   Kas/rekening nasabah  xxx 
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2. Saat bagi hasil 
Penilaian saat bagi hasil yaitu : 
  Kas/rekening nasabah  xxx 
   Pendapatan Mudharabah  xxx 
Sedangkan penilaian pendapatan bagi hasil menurut PSAK No. 105 yaitu 
sebagai berikut : 
 Investasi Mudharabah  xxx 
  Kas     xxx 
3. Saat pendapatan bagi hasil 
Penilaian saat bagi hasil dalam konsep bagi hasil yaitu sebagai berikut : 
  Kas     xxx 
   Pendapatan bagi hasil 
   Mudharabah    xxx 
Untuk lebih jelasnya akan disajikan perhitungan metode pengakuan 
pendapatan bagi hasil menurut PT. Bank Sulselbar Syariah yang dapat dilihat 
pada tabel 4.2 yaitu sebagai berikut : 
 
Tabel 4.2 
Perbandingan Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut 
PT. Bank Sulselbar Syariah dan Menurut Standar Akuntansi 
Keuangan  (PSAK No. 105) 
 
Uraian  Menurut PT. Sulselbar  Menurut PSAK No. 
105 
1. Metode bagi hasil Metode bagi hasil yang 
diterapkan oleh PT. Bank 
Sulselbar adalah gross profit 
atau revenue sharing (lihat 
perhitungan) 
Pendapatan bagi hasil 
usaha Mudharabah 
dapat dilakukan 
berdasarkan prinsip 
bagi hasil yaitu laba 
bersih atau laba netto 
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2. Saat pencatatan 
a. Pembiayaan angsuran 
 
 
b. Pembiayaan bagi hasil 
 
Pembiayaan Mudharabah xxx 
      Kas/rek. Nasabah         xxx 
 
Kas/Rek. Nasabah           xxx 
  Pendapatan Mudharabah   xxx 
 
Investasi  
Mudharabah   xxx    
   Kas                     xxx 
Kas Bank       xxx 
Pendapatan bagi Hasil 
Mudharabah          xxx 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara metode pengakuan 
pendapatan bagi hasil menurut PT. Bank Sulselbar Syariah dengan standar 
akuntansi keuangan (PSAK No. 105) menunjukkan bahwa metode pengakuan 
pendapatan bag hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah terlihat 
sesuai dengan pelaksanaan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 105). 
Alasannya karena PT. Bank Sulselbar Syariah yaitu gross profit atau revenue 
sharing. Sedangkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah 
dikemukakan sebelumnya (PSAK No. 105) bahwa pengakuan pendapatan bagi 
hasil Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan laba bersih (gross profit) dan 
berdasarkan laba netto (net profit). 
 
4.3 Pembahasan      
Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan pada metode pengakuan 
pendapatan bagi hasil Al Mudharabah khususnya pada PT. Bank Sulselbar 
Syariah Cabang Makassar. Dari hasil analisis mengenai metode pengakuan 
pendapatan bagi hasil Al Mudharabah adalah metode laba bersih atau revenue 
sharing, yang dimana konsep pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan 
oleh PT. Bank Sulselbar Syariah yaitu pembiayaan dilakukan revenue sharing 
yang diterima oleh Bank setiap bulannya. 
Dimana dengan hasil perhitungan bagi hasil usaha kontraktor yang 
menunjukkan nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah yang menunjukkan bahwa 
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tingkat perhitungan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan tingkat perhitungan 
nisbah yang dilakukan dengan nasabah yang sudah ditentukan oleh PT. Bank 
Sulselbar Syariah. Hal ini dapat disajikan perhitungan bagi hasil PT. Bank 
Sulselbar Syariah yaitu : 
Tabel 4.3 
Perbandingan Metode Pengakuan Bagi Hasil menurut PT. Bank 
Sulselbar Syariah dengan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK No. 105) 
Keterangan  Menurut PT. Bank 
Sulselbar Syariah 
Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK No. 
105) 
Metode pengakuan 
pendapatan bagi hasil 
Gross profit sharing / 
revenue sharing yaitu 
perbandingan yang 
dilakukan berdasarkan 
pendapatan yang 
diterima oleh Bank 
Perbandingan hasil 
usaha dapat dilakukan 
berdasar-kan laba 
bersih (gross profit) dan 
laba netto (net profit) 
Sumber : Hasil olahan data 
Kemudian dilihat dari penilaian perbandingan hasil, maka akan dilakukan 
perhitungan pencatatan menurut PT. Bank Sulselbar Syariah dan PSAK No. 105 
yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Perbandingan Pencatatan Bagi Hasil transaksi Al Mudharabah Menurut  
PT. Bank Sulselbar Syariah dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK  
No. 105) 
Keterangan Menurut PT. Bank 
Sulselbar Syariah 
SAK 
Saat pembayaran 
angsuran 
Pembiayaan 
Mudharabah           xxx 
   Kas/Rek. nasabah   xxx 
Investasi  
Mudharabah      xxx   
   Kas                     xxx 
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Lanjutan tabel 4.4 
Saat pendapatan bagi 
hasil 
Kas/Rek. nasabah   xxx 
Pendapatan  
Mudharabah               xxx 
Kas bank        xxx 
Pendapatan bagi hasil 
mudharabah       xxx 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa 
penerapan metode pengakuan pendapatan bagi hasil Al Mudharabah dapat 
dikatakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
4. Berdasarkan hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi 
hasil untuk Al Mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah 
menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan 
gross profit atau revenue sharing. 
5. Dari hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan bagi hasil yang 
dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar menunjukkan 
bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan telah 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 105). Alasannya karena 
PT. Bank Sulselbar Syariah telah menerapkan salah satu metode pengakuan 
yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. 
 
5.2 Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, akan dikemukakan saran-
saran dari hasil penelitian ini yaitu : 
Disarankan agar PT. Bank Sulselbar Syariah untuk tetap memperhatikan dan 
menerapkan metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang sesuai standar 
akuntansi keuangan (PSAK 105). 
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